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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 26 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN 

BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 46, Pasal 80 ayat (2), Pasal 

86 ayat (3), Pasal 87 ayat (5), Pasal 120 ayat (5) dan Pasal 

122 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan diatur tentang penyelenggaraan 

angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak 

dalam trayek; 

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap 

aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, 

keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung 

perkembangan kebutuhan masyarakat dalam 

penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan 

bermotor umum tidak dalam trayek, perlu mengganti 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak dalam Trayek; 

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan 

Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2720); 

2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

3. Undang–Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5025); 

5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5317); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan 

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

www.peraturan.go.id



2017, No.516 
-3- 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5346); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5348); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5594); 

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

12. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

13. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang 

Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 216); 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 

2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1012); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG                                                                                                     

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN 

KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK. 

 

                     BAB I 

                     KETENTUAN UMUM 

 

                         Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang 

dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 

Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.  

2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan 

yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau 

orang dengan dipungut bayaran.  

3. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum 

Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani 

dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum 

dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu 

atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal 

dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu 

tetap. 

4. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum 

yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau 

barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.  

5. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum 

yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. 

6. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan 

selain pengemudi dan awak kendaraan.  

7. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal 

pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan 

Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada 

pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, 

terjangkau, setara, dan teratur. 
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8. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum 

untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil 

penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan 

tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis 

kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. 

9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor 

Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 

8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau 

yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima 

ratus) kilogram. 

10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang 

yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) 

orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya 

lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.  

11. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan 

orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima 

ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) 

kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) 

milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) 

milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) 

kali lebar Kendaraan. 

12. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor 

Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima 

ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) 

kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) 

milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) 

milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) 

kali lebar Kendaraan. 

13. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan 

orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) 

kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) 

kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) 

milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, 

lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) 

milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat 

ribu) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma 

tujuh) kali lebar Kendaraan. 
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